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KATA PENGANTAR 
           
Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 
 Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Akibat Hukum 
yang Ditimbulkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kls II Sinjai (Studi Kasus 
Tahun 2013-2015)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum (S. H) dengan baik dan benar. 
 Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar 
Muhammad saw. yang sangat berjasa membawa ummat ke jalan Dienul Islam. Beliau 
adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus 
kepada penghuni alam semesta, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari 
cahaya penebus kejahilan gelap gulita sehingga atas dasar cinta kepada beliaulah 
penulis mendapat motivasi yang besar untuk menuntut ilmu. 
Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas 
akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta 
mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimbah ilmu di bangku 
perkuliahan sehingga dapat bermamfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat 
pada umumnya. berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi–tingginya, khususnya kepada kedua orang tuaku yang sangat saya hormati 
dan cintai, Bapak A. Asdar dan Ibu tercinta dan tersayang  St. Rohani, yang telah 
memberikan kasih sayang yang tak terhingga hingga berjuang dalam menafkahi 
5 
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melewati masa-masa sulit selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Kemudian  
untuk saudaraku terkasih dan tersayang A. Aika Muliana, A. Nur Aija, A. 
Akramullah, A. Nurfaningsih serta Keluarga besarku, terima kasih penulis haturkan 
karena telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, motivasi 
serta memberi dukungan, baik secara materil maupun spiritual sampai 
terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang 
sebesar–besarnya saya sampaikan kepada:  
1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan 
Segenap Pembantu Rektor yang memberikan kesempatan mengecap getirnya 
kehidupan kampus UIN, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan 
akedimisi. 
2. Prof. Dr. Darusalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. serta Wakil 
Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum. 
3. Dr. Supardin, M.Hi. beserta Ibu Dr. Hj. Fatimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan 
dan Sekertaris Jurusan Peradilan  UIN Alauddin Makassar. 
4. Dr. Supardin, M.Hi. dan Ibu Dra. Hj. Hartini, M.Hi. selaku pembimbing I dan 
II yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta membimbing 
penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya, 
yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat 
menyelesaikan mata kuliah dan skripsi ini. 
6. Segenap Dosen-dosen Jurusan Peradilan yang telah mendidik, membimbing, 
mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang 
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telah mereka sampaikan dapat bermamfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. 
Amin. 
7. Serta seluruh teman-teman Peradilan  angkatan 2012 yang sedikit banyaknya 
memberikan ide dalam penulisan skripsi ini sehingga  dapat berkembang, 
khususnya kepada sahabat-sahabatku Hasna, Riri Anggreani Putri, Dita 
Mardiah Novita.B, Sri Irnawati, Haerani, Syamsidar, Nur Khaerati Samad dan 
Hardianti Haebah, berkat dukungan mereka sehingga menjadi inspirator serta 
inisiator penulis.  
Ada pribahasa mengatakan “Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang 
luput dari kesalahan” maka begitu pula penulis menyadari dan meyakini bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan penuh 
kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan bimbingan kritik dan saran yang 
sifatnya membangun bagi penulis agar nantinya penulis lebih baik lagi dalam 
menyajikan suatu pembahasan. 
BillahiTaufiqWalhidayah 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Samata ,   15 Maret  2016 
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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
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ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain ̒ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ̓̓ apotrof 
ى ya y ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah a A 
 اِا kasrah i I 
 اُا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 اَو fatḥah dan wau au a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 اَ … /  اَا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas 
  Kasrah dan yā ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
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ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan tā’ 
marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 
ganda) yang diberi tanda syaddah. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-
,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 
dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
مههللا ةمحر يف   hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital 
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 
digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
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sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl. 
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ABSTRAK 
Nama : A. Absarita 
Nim : 10100112027 
Judul : Akibat Hukum yang Ditimbulkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama 
Kelas II Sinjai (Studi Kasus Tahun 2013-2015) 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang 
ditimbulkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kls II Sinjai (Studi kasus tahun 2013-
2015)?. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam submasalah atau 
pertanyaan penellitian, yaiu: 1) Bagaimana faktor penyebab banyaknya cerai gugat di 
Pengadilan Agama Kls II Sinjai pada Tahun 2013-2015?, 2) Bagaimana 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kls II Sinjai dalam menyelesaikan putusan 
perkara cerai guga?. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif deskriptif. 
Dengan pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah: Normatif. Adapun sumber 
data penelitian ini adalah kasus cerai gugat tahun 2013-2015. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Lalu, 
tekhnik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
yang bersifat deskriftif dalam bentuk kata-kata dan hasil wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan 
terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Sinjai adalah baik ibu atau bapak wajib 
tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 
memberikan keputusannya,biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi 
tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataanya bapak dalam keadaan tidak 
mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 
suatu kewajiban bagi bekas isteri, dampak terhadap harta bersama dan, hak-hak istri 
yang harus ditanggung. Kemudian faktor-faktor yang menyebebabkan cerai gugat 
antara lain; 1) Krisis ahklak contohnya minum minuman keras, 2) Cemburu, 3) Tidak 
ada tanggung jawa, 4) Gangguan pihak orang ketiga dan, 5) Tidak ada keharmonisan. 
Dalam  hal tersebut guna untuk mengatasi pertimbangan hakim dalam memutuskan 
suatu perkara yaitu Menimbang, bahwa hakim berupaya menasihati Penggugat, akan 
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanya untuk 
menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan. 
Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang 
selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak di mediasi.  
Implikasi dari penelitian ini adalah Sebagai salah satu unsur aparat penegak 
hukum, tugas hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng 
atau pelarian terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciable). Dalam 
seperti ini hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan 
integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan 
menjamin kepastian hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yang sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu kehidupan perkawinan 
yang termasuk dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk 
keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat 
dikatakan bahwa didalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu 
mengharapkan perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selama-
lamanya.
1
 
Dalam sudut pandang agama islam perkawinan merupakan sarana yang 
dihalalkan bagi sepasang manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam 
pergaulan suami istri sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar dapat 
memperoleh keturunan juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih 
sayang antara suami isteri.
2
 
Berdasarkan Al-Qur‟an dapat digambarkan tentang hubungan perkawinan 
antara suami istri yaitu misaqan galizan (perjanjian yang amat kokoh), sebagaimana 
firman Allah saw. dalam  Q.S Al-Ruum/30 : 21: 
 
                                                          
1
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Cet. III: PT. Raja Grafindo Persada, 
1997), h. 268.  
2
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VI, (Bandung:Al-Maarif, 1990), h. 7. 
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                            
                   
 
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.
3
 
Namun dalam realitas seringkali perkawinan kandas di tengah jalan seperti 
halnya fenomena perceraian yang banyak terjadi khususnya Cerai Gugat yang 
merupakan perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai. Bahwa berbagai 
faktor yang berpengaruh sehingga sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi 
sehingga terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Berbagai alasan yang 
dikemukakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak terhindarkan lagi. 
Patut disadari bahwa perkawinan tidak selamanya bejalan dengan mulus, 
sebab seperti kita ketahui bahwa dalam perkawinan terdiri dari dua orang hidup dan 
tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta 
latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain, kedua belah 
pihak terkadang saling bertolak belakang dan kadang-kadang terjadi salah paham 
antara suami istri, akibatnya ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan 
ketidaktentraman yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. 
Kemudian sudah menjadi kenyataan bahwa banyak perkawinan yang berakhir 
dengan perceraian sehingga apa yang menjadi tujuan semula tidak dapat dicapai yaitu 
                                                          
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: J-Art, 2004), h. 406. 
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membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka yang menimpa bukan hanya 
suami isteri tetapi anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. 
Dengan demikian Perceraian berkaitan Erat dengan Hukum Perkawinan UU 
RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 
1975 mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Namun pembuat UU 
menyadari bahwa di dalam keadaan tertentu suatu rumah tangga tidak mungkin 
mempertahankan keutuhannya dan perlu dicari jalan keluarnya dengan memutuskan 
ikatan perkawinan. 
Oleh sebab itu diatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut perceraian dalam 
pasal 38 menyebutkan bahwa”  Perkawinan  dapat putus karena kematian, perceraian 
dan atas putusan Pengadilan” kemudian UU  RI  No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, dalam  pasal (14) ayat (1) menjelaskan bahwa” yang  dapat mencegah 
perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, 
saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-
pihak yang berkepentingan “ Peraturan Pemerintah  RI  No. 9 Tahun 1975. Tetapi 
karena hukum perceraian itu bersifat positif, maka untuk tempat pemantapan UU 
Perkawinan yang merupakan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini 
menyangkut perkara orang-orang yang beragama islam perlu ditunjang oleh hukum 
fiqih yang dijabarkan dalam praktik Peradilan Agama.
4
 
Cerai Gugat merupakan masalah yang sering terjadi, khususnya di Pengadilan 
Agama Kelas II Sinjai , hal in dapat diketahui dari grafik, di mana pada tahun 2013 
jumlah cerai gugat sebanyak 198 orang, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 196 
                                                          
4
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 221. 
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orang, kemudian pada tahun 2015 sebanyak  orang 195, dari grafik tersebut 
mengindifikasikan bahwa kasus cerai gugat menimbulkan penurunan dalam setiap 
tahunnya. 
Pada era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku 
masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa 
berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara 
tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang 
memadang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari ketidak 
adanya keharmonisan sangat memicu perceraian. Sebagaimana dimulai dengan 
kondisi masyarakat yang semakin terbebani, sehingga berbagai macam konflik dalam 
berumah tangga. Kemudian kondisi ini dipeparah dengan maraknya tontonan 
perceraian dikalangan masyarakat Kabupaten Sinjai khususnya di Pengadilan Agama 
kelas II  Sinjai. 
Manusia adalah mahkluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah 
dibandingkan dengan mahkluk-mhkluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya 
aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh 
dilangar, sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak akan 
membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis 
semau-maunya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin Allah 
telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya yang keseluruhannya 
termasuk Al-Qur‟an. 
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B. Fokus  Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari keburukan pandangan terhadap pengertian dari judul 
skripsi ini, maka penulis dapat mendefenisikan judul skripsi tersebut: 
1. Akibat merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), 
persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. 
2. Hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 
3. Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan 
oleh isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.
5
 
4. Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, 
yang bersifat peradilan yang khusus, yang berwenang dalam jenis perkara 
perdata tertentu bagi orang Islam di Indonesia.
6
 
5. Pengadilan Agama Kelas II Sinjai adalah Pengadilan Agama yang berwenang 
atau berkompoten mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam yang 
bertempat tinggal di Kab. Sinjai, dalam hal ini sebagai lokasi penelitian. 
 
 
 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan 
Hukum, Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989, Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI 
No.1 Tahun 1991 tentang KompilasI hukum Islam (Jakarta, 1997),  h. 48. 
6
H. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), 
h.6. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka 
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:”Bagaimana akibat hukum 
yang ditimbulkan terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai (Studi 
Kasus Tahun 2013-2015”. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dan 
jelas, maka penyusun membagi dalam  sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana faktor penyebab banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 
II Sinjai pada Tahun 2013-2015?  
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas II Sinjai  dalam 
mennyelesaikan perkara Cerai Gugat? 
D. Kajian Pustaka 
Penulis ini membahas tentang permasalahan cerai gugat dan faktor yang 
paling dominan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II  Sinjai. 
Sepengetahuan penulis perceraian adalah merupakan hak prerogatif seorang suami 
akan tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak perubahan yang menyebabkan 
seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang 
beragam. Kemudian skripsi ini akan disajikan masalah cerai gugat serta faktor  
penyebab cerai gugat itu. Dalam hal ini penulis juga akan melakukan wawancara 
pada hakim yang menangani kasus perkara cerai gugat agar mendapatkan jawaban-
jawaban penyebab cerai gugat dan bagimana  pandangan hakim dalam 
menanggulangi cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai. Adapun 
penulis di bawah ini adalah: 
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Sayyid Sabiq,  Fiqih Sunnah; 1990, mendefinisikan talak dengan sebuah 
upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan 
perkawinan itu sendiri. Dari definisi diatas jelaslah bahwa talak merupakan sebuah 
lembagai yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. 
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Prenada Media Group tahun 2003; 
menjelaskan tentang pengertian perkawinan menurut bahasa yang berarti membentuk 
keluarga yang sakral. 
Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia, Makassar 2011;  yang mejelaskan 
berbagai alasan-alasan dalam  perceraian antara suami isteri yang terus menerus 
menjadi perselisihan dalam rumah tangganya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 
mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain: 
a) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan cerai gugat di 
Pengadilan Agama Kelas II Sinjai pada tahun 2013-2015.  
b) Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya Cerai Gugat di Pengadilan 
Agama Kelas II Sinjai pada Tahun 2013-2015.  
c) Untuk mengetahui  bagaimana  pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas II 
Sinjai dalam menyelesaikan perkara Cerai Gugat. 
2. Kegunaan Penelitian 
Agar diharapkan dari penulis skripsi ini dapat menambah konstribusi 
pengetahuan tentang “Akibat Hukum yang Ditimbulkan terhadap Cerai Gugat di 
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Pengadilan Agama Kelas II Sinjai (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”. dan serta dapat 
dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa yang ingin mengkaji hal-hal lain 
yang mengenai akibat hukum terhadap Undang-Undang dalam perceraian. Maka, 
Kegunaan dari penelitian yaitu untuk melakukan penyelidikan dari, untuk, alasan dan 
juga konsekuensinya terhadap suatu keadaan. Keadaan tersebut dapat juga dikontrol 
dengan melalui eksperimen atau percobaan berdasarkan observasi tanpa kontrol. 
Selain itu penelitian memegang peranan penting untuk memberikan fondasi terhadap 
keputusan serta tindakan dalam segala aspek. Apabila tidak dilakukannya penelitian 
serta semua kenyataan-kenyataan belum pernah diuji terlebih dahulu dengan melalui 
penelitian, maka dipastikan tidak ada negara yang berhasil dan maju di dalam 
pembangunannya tanpa melibatkan banyak dana dan daya dalam bidang penelitian.
7
 
 
                                                          
7
 http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/08/kegunaan-penelitian.htm 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berati membentuk 
keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal 
dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, 
dan wathi atau bersetubuh
8
.Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan 
“satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan 
maupun tumbuhan”.9 
Berdasarkan Pasal(1) UU RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, 
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10
Berdasarkan Pasal(2) Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan 
ghalizan)untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
11
 
 
 
                                                          
8
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h. 8. 
9
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. h. 8. 
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 227. 
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: t.p, t.t), h. 228. 
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B. Tujuan perkawinan 
Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama 
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia.
12
Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman 
Ghozali,tujuan perkawinan adalah:
13
 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan 
kasih sayang. 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal. 
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta dan kasih sayang. 
Dasar HukumPerkawinan: 
a) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)“Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.14 
b) Kompilasi Hukum Islam (KHI): 15 
Pasal 5 ayat (1) dan (2) 
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat  Islam setiap 
perkawinan harus dicatat. 
                                                          
12
Ghozali, Fiqh Munakahat. h. 22. 
13
Ghozali, Fiqh Munakahat.h. 23. 
14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1975, h. 224. 
15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. h. 229. 
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2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU RI No.22 Tahun 1946 jo 
UU RI No. 32 Tahun 1954. 
Pasal 6 ayat (1) dan (2) 
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan Hukum. 
C. Syarat dan Rukun Perkawinan 
Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu di atur dengan syarat dan 
rukun tertentu, agar tujuan di syariatkannya perkawinan tercapai. 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 
perkawinan menurut hukum Islam, akan di jelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti di kemukakan Kholil Rahman.
16
 
a. Calon mempelai pria, syaratnya : 
1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat memberikan persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan 
                                                          
16
Kholil Rahman, hukum Perkawinan Islam, (Semarang :IAIN Walisongo,tahun 1974.), h.31-
32. 
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b. Calon mempelai wanita, syaratnya : 
1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani 
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat di mintai persetujuannya  
5) Tidak terdapat halangan perkawinan 
c. Wali nikah, syaratnya : 
1) Laki-laki  
2) Dewasa 
3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwalian 
d. Saksi nikah, syaratnya : 
1) Minimal dua orang laki-laki 
2) Hadir dalam ijab qabul 
3) Islam  
4) Dewasa 
e. Ijab qabul, syaratnya : 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau 
tazwij 
4) Antara ijab dan qabul bersambungan 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
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6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 
haji/umrah. 
7) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang, yaitu : 
calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau 
wakilnya, dan dua orang saksi. 
Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib di penuhi, apabila tidak 
terpenuhi maka perkawinan yang di langsungkan tidak sah. Di sebutkan dalam kitab 
al-fiqh ‘ala al-Mazahib al Arba’ah : “ Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi 
syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. 
Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.17 
 Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II 
pasal 6 : 
1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai  
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang di 
maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup 
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang 
                                                          
17
Abdurrahman al-Jaziri,Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah ( Maktabah al-Tijariah 
Kubra juz IV) ,hal.118. 
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yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam 
ayat (2), (3),dan (4) pasal ini., atau salah seorang atau lebih di antara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal  ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain.
18
 
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Hak dan kewajiban ini terdiri atas 3 macam, yaitu : 1) hak dan kewajiban 
suami ; 2) hak dan kewajiban isteri ; 3) hak dan kewajiban bersama 
1. Hak dan Kewajiban Suami 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 
menyebutkan: 
                                                          
18Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dan, 
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta:Grahamedia Press,2014), h.3-4. 
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1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh 
suami isteri bersama. 
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan suami 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 
agama,nusa dan bangsa. 
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah,kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan 
anak; 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan 
b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. 
Bagian keempat, Tempat kediaman pada pasal 81 yang menyebutkan : 
1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau 
bekas isteri yang masih dalam iddah. 
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam 
ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 
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3) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi isteri dan ank-anaknya dari 
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat 
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpang harta kekayaan, sebagai 
tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya 
serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa 
alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya. 
Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari seorang, pasal 82 di sebutkan : 
1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan 
tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang 
menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing 
isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan 
2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya 
dalam satu tempat kediaman. 
Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang di benarkan 
agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh isteri 
untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada 
suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya, hal ini merupakan hak 
suami yaitu (a) melayani kebutuhan suaminya secara lahir dan batinnya; (b) menjaga 
nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya;mengabdi dengan taat pada 
ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 
islam. 
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Dalam QS.Al-Nisa/4:34. dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, 
baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah 
satu ciri isteri yang sholeha.  
 
                          
                         
                
                  
 
Terjemahnya: 
 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dankarena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
Lagi Maha Besar.
19
 
 
Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat 
tersebut adalah isteri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak 
berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah 
merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suaminya.
20
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Dep.Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 84. 
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Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat (Jakarta:Kencana,2010), h.161. 
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2. Hak dan Kewajiban Istri 
Hak isteri terhadap suaminya meliputi:  
a) Hak kebendaan, yaitu Mahar dan Nafkah. 
b) Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya pologami dan 
tidak boleh membahayakan isteri. 
Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 
a) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan 
jasmaniah. 
b) Melindungi isteri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat 
mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi 
tempat kediaman. 
c) Memenuhi kebutuhan sandang,pangan, dan papan. 
d) Menggauli isterinya dengan baik dan benar. 
e) Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua 
kebutuhan rumah tangganya, suami memiliki hak untuk mengatur dengan baik 
terhadap masalah-masalah yang di alami oleh keluarganya dengan cara 
musyawarah.
21
 
Adapun kewajiban isteri yang dalam Undang-Undang Perkawinan di atur 
secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi Hukum Islam secara lebih rinci 
dalam pasal 83 dan 84 sebagai berikut : 
Pasal 83: 
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Mulyani Rasyid,Antropologi Hukum, h. 62. 
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(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami 
di dalam batas-batas yang di benarkan oleh Hukum Islam. 
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya. 
Pasal 84 : 
(1) Isteri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alas 
an yang sah. 
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada 
pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan 
anaknya. 
(3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri 
tidak nusyuz. 
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas 
bukti yang sah.
22
 
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan 
perkawinan, sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan 
peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri dalam 
perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam 
hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan 
yang berisi hak dan kewajiban. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung 
jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, 
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Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995), h.190. 
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dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan 
agama, yaitu sakinah,mawaddah,wa rahmah. 
a. Hak bersama suami isteri 
1) Suami istri di halalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan 
ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang di halalkan secara timbale 
balik. Jadi, bagi suami halal kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada 
suaminya, mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan 
tidak boleh di lakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagimana tidak dapat di 
lakukan secara sepihak saja. 
2) Haram melakukan pernikahan, yaitu isteri haram di nikahi oleh ayah 
suaminya,datuknya (kakaknya),anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu 
isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram di nikahi oleh 
suaminya. 
3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bilamana 
salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan;yang 
lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual. 
4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. 
5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat 
melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. 
b. Kewajiban bersama Suami Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974dan 
Kompilasi Hukum Islam 
Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban suami istri.Untuk masyarakat 
yang beragama Islam, hak dan kewajiban tersebut diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974. Bab VI pasal 30-34.  
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Dalam pasal 30 menyebutkan,”Suami istri memikul kewajiban yang luhur 
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan 
masyarakat.” 
Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenal hak dan kewajiban suami istri, 
yaitu:  
1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
Pasal 32 menyatakan bahwa : 
1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
2. Rumah tempat kediaman yang di maksudkan dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan oleh suami-istri bersama. 
Pasal 33 berbunyi : “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 
menghormati,setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. 
Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :  
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci 
sebagai berikut :  
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Pasal 77 
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang sakinah,mawaddah,wa rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat 
2) Suami istreri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. 
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 
mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 
dan pendidikan agamanya . 
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugutan kepada Pengadilan Agama. 
Bagian kedua kedudukan Suami isteri pada pasal 78 yang berbunyi : 
1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudkan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
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E. Pengertian Perceraian 
Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu 
permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan 
memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila 
terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi 
bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau isteri dapat mengajukan 
perceraian ke Pengadilan Agama. 
Kata perceraian berasal dari kata‟‟Cerai‟‟mendapat awalan‟‟Per‟‟dan 
akhiran‟‟An‟‟yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah 
terjemah dari bahasa arab‟‟Thalaqa-Yathlaqu-Thalaaqan‟‟yang artinya lepas dari 
ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.
23
Sayyid Sabiq mendefinisikan talak 
dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya 
mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.
24
 
Secara garis besar, Talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami 
untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan.Talak 
merupakan hak cerai suami terhadap isterinya.Talak dapat dilakukan apabila suami 
maupun isteri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya 
tersebut. 
1. Perceraian menurut perundang-undangan 
Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan 
terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan 
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Ahmad  Warsono Munawir, Almunawir Kamus Besar Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 681. 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973), Jilid 2, Cet.II, h. 206. 
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perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini 
hidup sebagai suami isteri.  
Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai 
gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.
25
 Sedangkan gugat 
(gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.
26
 
Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh 
adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian 
itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-
undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU RI No. 7 Tahun 1989, pasal 132 
(1)Kompilasi HukumIslam (KHI) dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang 
pelaksanaan UURI No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
1. UU RI No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) 
Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali 
apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 
tergugat. 
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) 
Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan 
Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri 
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 
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Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h.76. 
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Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik, (Bandung, Angkasa, 
1993), h. 8. 
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3. Peraturan  Pemerintah (PP) RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) 
Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 
Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan 
perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteriyang 
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
Agama Islam.Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai 
gugat atau gugatan perceraian merupkan suatu istilah yang digunakan dalam 
Pengadilan Agama. 
2.  Perceraian menurut Hukum Islam 
Adapun dalam kitab-kitab fiqh (Hukum Islam) perceraian yang berdasarkan 
gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan 
dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.
27
Hal 
ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas 
permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan 
dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya 
akad. 
F.  Putusnya Perkawinan atau Perceraian 
Putusnya perakwinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami 
isteri.Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa 
sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 
empat kemungkinan yaitu: 
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Al-Hamdani,Risalah Nikah,Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 271 
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1. Putusnya perkawinan atas kehendak  Allah SWT sendiri melalui matinya 
salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir 
pada hubungan perkawinan. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakannya kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut 
talak.
28
 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri, karena isteri melihat sesuatu yang 
menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak 
untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri ini 
dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan 
dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu, putusnya perkawinan 
dengan cara ini disebut khulu.
29
 
 
G. Alasan-Alasan Perceraian 
Di dalam penjelasan pasal 39 UU RI No.1 Tahun 1974 tersebut bahwa 
alasan-alasan untuk perceraian adalah: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 
sebagaianya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 
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3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak yang lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  rumah tangga.
30
 
H. Dasar hukum perceraian 
Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan rasul 
itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan 
perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi 
kehendak Allah  menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan 
Warahmah. Dan pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk selama 
hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang 
bersangkutan.
31
 
Meskipun demikian ketika hubungan pernikahan itu tidak dapat 
dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan 
kemudahratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan 
demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak 
disenangi, memang tidak terdapat dalam Al-Qur‟an menyuruh atau melarang 
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eksistensi perceraian itu.
32
Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat 
yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur‟an yang mengatur 
perceraian atau talak mesti terjadi, seperti dalam firman Allah: 
 
                              
                                
                              
                         
 
Terjemahnya: 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 
Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.barangsiapa yang melanggar 
hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 2009), h. 199. 
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I. Pengertian cerai gugat 
Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan 
oleh pihak istri.Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa 
dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak 
lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing 
mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui 
upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.
33
 
Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan 
perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang 
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan 
cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan 
Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara 
pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Perkawinan Nomor 7 Tahun 
1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.
34
 Kalau upaya cerai 
gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai 
gugat benar-benar murni bersifat contentinosa. Ada sengketa yakni sengketa 
perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan 
cerai gugat bersifat contentinosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat 
yang berbentuk khuluk, penyelesain hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai 
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Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2008), h. 246 
34Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dan, 
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta:Grahamedia Press, 2014),  h.3-4 
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talak. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula 
mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaianya diakhiridengan tata cara cerai 
talak. Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat dengan istri 
sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam perkara 
secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. 
1. Persyaratan mengajukan Cerai Gugat  
Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak 
dapat dipertahankan lagi danmemutuskan untuk bercerai, langka pertama yang 
dapatdilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai inidapat dilakukan oleh 
isteri dan suami atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak bisa 
mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau priadalam keluarganya.Bagi 
yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan diPengadilan agama (Pasal 1 Bab I 
Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan). 
2. Syarat dokumen yang diperlukan mengajukan CeraiGugat 
Tentu saja saat anda hendak mengajukan pendaftarangugatan di Pengadilan 
ada beberapa berkas yang harus andapersiapkan. Yang utama tentu saja surat gugatan 
yangkemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untukhakim majelis (ada 3), 
panitera (1 berkas), tergugat (1berkas), berkas itu diantarnya sebagai berikut : 
a) Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing 
dibubuhi meterai Rp 6000,- diKantor Pos besar di kota anda. 
b) Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai. 
c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembarfolio 1 muka (tidak 
boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp6000,- di Kantor Pos. 
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a) Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya. 
b) Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi aktake lahiran anak anak, 
dibubuhi meterai, juga dilegalisasi diKantor Catatan Sipil. 
c) Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri). 
d) Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pulagugatan terhadap harta 
bersama maka perlu disiapkanbukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti : 
1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon). 
2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) STNK (Surat Tanda Nomor 
Kendaraan) untuk kendaraanbermotor. 
3) Buku tabungan. 
4) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.35 
J. Kedudukan Anak Angkat Menurut UU No. 23 Tahun 2002 
Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19.  Hak anak 
dalam UU tersebut meliputi :
36
 
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 
2.   Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan (Pasal 5). 
3.  Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua (Pasal 6). 
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Adi Bahari, Prosedur Gugatan Cerai.pustaka yustisia. cit, h. 34. 
36
 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, h. 16-20. 
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a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan  
diasuh oleh orang  tuanya sendiri.   
b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat 
oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ( Pasal 7 ). 
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). 
(a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya.  
(b)  Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi 
anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar 
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 
mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).  
5.  Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan (Pasal 10). 
6.  Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 
(Pasal 11). 
7. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). 
8.   Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan :  
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a.    Diskriminasi; 
b.    Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  
c.    Penelantaran;  
d.   Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e.    Ketidakadilan; dan 
f.     Perlakuan salah lainnya (Pasal 13). 
9. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman (Pasal 13). 
      10.  Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir (Pasal 14). 
     Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 
a.       Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b.      Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  
c.       Pelibatan dalam kerusuhan sosial;  
d.      Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  
e.       Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). 
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
3.  Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (Pasal 16). 
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
a.    Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa; 
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b.    Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 
c.    Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17). 
1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17) 
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
3.  Setiap anak berkewajiban untuk : 
a.  Menghormati orang tua, wali, dan guru; 
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c.  Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d.  Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e.  Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19). 
Untuk membandingkan hak dan kewajiban yang ada dalam UU Perlindungan 
Anak maka di bawah ini Penulis kemukakan hak dan kewajiban terhadap anak dalam 
hukum Islam antara lain sebagai berikut : Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang.  Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan 
tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan 
Islam sejak masa dalam kandungan. Adapun hadist di bawah ini adalah: 
Nabi Muhammad saw pun memerintahkan supaya umatnya berlaku adil 
terhadap anak-anaknya dan tidak berlaku diskriminasi. Dari An-Nu‟man bin Basyir 
radhiallahu „anhuma dia berkata: 
 َدِهُْشج َّتََّح َضَْرَأ َلَ َةَحاَوَر ُْتنِب ُةَر َْعَ ي ِّمُأ َْتلاََقف ِِلِاَم ِضْعَبِب ِبَِأ َََّلَع َق َّدََصث
 ُهَدِهُْشيِل َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُ َّللَّا َّلََّص ِِّبَّنلا َلَ
ِ
ا ِبَِأ ََقلَْطنَاف َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا َلوُسَر
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 َلَاق ِْمه ُِّك َك َِلََوِب اَذَه َْتلََعفَأ َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُلوُسَر َُلِ َلاََقف َِتِقَدَص ََلَّع
 ََةقَد َّصلا َ ْ ِث َّ ََرف ِبَِأ  َ َََرف ْ ُ َِلَْوَأ  ِ اُولِدْعاَو َ َّللَّا اوُقَّ ثا َلَاق َلَ 
“Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas ibuku yang 
bernama „Amrah bintu Rawahah berkata, “Saya tak akan rela akan hal ini sampai kamu 
meminta Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam sebagai saksinya.  ”Maka ayahku pergi 
menemui Nabi shallallahu „alaihi wasallam utk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian 
tersebut, akan tetapi Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Apakah 
kamu berbuat demikian kepada semua anak-anakmu?” dia menjawab, “Tidak.” Beliau 
bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu.” Kemudian 
ayahku pulang & meminta kembali pemberiannya kepadaku.”37 
Sebagaiman kita ketahui bahwa hak dan kewajiban anak menurut UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Islam memiliki persamaan 
dan keselarasan.  Sebagian besar pasal yang terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 19 
UU a quo memiliki keselarasan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan 
kandungan hukum Islam.  Hanya saja dalam definisi tentang anak, UUPA tidak sama 
dengan definisi hukum Islam.  Definisi anak dalam UUPA dimulai sejak anak dalam 
usia kandungan sampai usia 18 tahun, sedangkan dalam hukum Islam anak dimulai 
sejak dalam kandungan sampai usia baligh.  Perbedaan selanjutnya terdapat dalam 
pasal 7 UUPA tentang “anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri”.  Dalam teks secara tertulis memang tidak ada hal yang 
dianggap bertentangan dengan Islam akan tetapi, dalam pelaksanaannya anak-anak 
sering tidak memperoleh haknya untuk mengetahui siapa orang tua sesungguhnya, 
hal ini disebabkan karena berlakunya undang-undang yang secara substansial 
bertentangan dengan pemberlakuan UUPA. 
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 HR. Al-Bukhari no. 2650 & Muslim no. 1623. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif 
deskriftif. Dimana penulis akan membahas dan meneliti tentang Akibat Hukum yang 
Ditimbulkan terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai. Yang di 
maksud penelitian kualititatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 
mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 
yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.
38
  
Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini 
dalam bentuk kata-kata dan dokumen yang sesuai dari tempat penelitian bukan dalam 
bentuk angka ataupun hitungan. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti 
organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim 
peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja.
39 Dalam kesempatan ini peneliti 
melakukannya sendiri. jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil 
akhirnya peneliti lakukan sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa pola yaitu : 
Ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya penelitian, penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan: yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi 
                                                          
38Djam‟an Satori Dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatiif, (Bandung; Alfabeta, 
2009), h. 25. 
39
Anselm Straus Dan Juliet Kalbin, Dasar Dasar Penelitian Kulitatif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2003), h. 4-6. 
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penelitian.
40 Dan peneliti menggunakan lokasi Pengadilan Agama Sinjai sebagai 
tempat untuk menyelidiki gejala objektif, yang dilakukan untuk penyusunan laporan 
ilmiah. Penelitian lapangan sendiri diartikan sebagai penelitian yang datanya 
diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari pengalaman empiris di lapangan 
penelitian.
41
 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian  dengan 
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa 
adanya. Serta pendekatan sosial kultur yang ada di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai 
tempat penelitian berlangsung. 
C. Jenis dan Sumber data 
1. Jenis data  
a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang di anggap relevan dengan 
sasaran penelitian.  
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang dimana sejumlah 
responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu 
                                                          
40
Abdullrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta , 2006), h. 96. 
41
Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitaian Lapangan; 
Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, (Malang: Ikip Malang, 2008), h. 29. 
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dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat 
mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. 
D. Metode Pengumpulan data 
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode intervie (wawancara). 
Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-
keterangan dari narasumber.
42
Adapun narasumber yang diwawancarai yakni hakim 
Pengadilan Agama Kelas II  Sinjai. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Observasi 
   Observasi/pengamatan.
43
diambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti 
peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara mencatat data-data 
yang akan diteliti yang membahas akibat hukum yang ditimbulkan terhadap  Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Kelas II  Sinjai. 
2) Wawancara 
Wawancara atau interviu terpimpin
44
 adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan 
untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta 
pendapat-pendapat mereka. 
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Tim Edukasi HTS , Modul Sosiologi XII Untuk SMA/MA, (Surakarta: CV Hayati Tumbuh  
Subur, 2010),  h. 93. 
43
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1014. 
44
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian  (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 
2007), h. 84. 
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3) Dokumentasi  
Dokumentasi/pengumpulan
45
 adalah mengambil informasi melalui sebuah 
pendokumentasian dalam bentuk data dan gambar-gambar yang diperoleh langsung 
dari Pengadilan Agama Kelas II Sinjai. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Penelitian sebagai 
human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian yang dimana peneliti akan 
mengambil data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di dalam penelitian 
nantinya, agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen 
pengumpulan data. Maka peneliti melakukan pengumpulan data, analisis variabel 
penelitian, menetapkan jenis instrument, menyusun kisi-kisi instrument dan layout 
instrument, menyusun item instrument, menguji coba instrument dan membuat 
kesimpulan atas temuan nantinya. 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Panduan observasi, adalah suatu proses yang kompleks sebagai pengamatan 
dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang 
sedang diteliti atau alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan 
data  pada peroses penelitian. 
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2. Pedoman wawancara, adalah  alat bantu berupa beberapa pertanyaa yang di 
gunakan untuk mendapatkan data (fact-finding) atau informasi. 
3. Data dokumentasi, adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam 
bentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang pada saat 
penelitian. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) dari yang bersangkutan kemudian mereduksi data, 
merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting 
agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan 
ditempat penelitian.
46
 
Reduksi data adalah proses pengubahan rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data 
penelitian dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan yang menjadi pokok atas semua pembahasan mengenai penelitian yang di 
jalankan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sinjai 
a) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai 
 Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri 
Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Makmah Syar‟iah di Daerah Luar  Jawa – Madura. 
 Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits 
ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Sinjai yang berkedudukan di 
Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai 
Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut 
tidak ada lagi. 
b) Sejarah ( lengkap Daerah Tk. II Sinjai termasuk daerah hukum ) Pembentukan 
Daerah Tk. II Sinjai. 
 Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum memasuki periode Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah berstatus sebagiai suatu onderafduling yang 
pada waktu itu berada dibawah Afdeeling Bonthain. Afdeeling Bonthain dikepalai 
oleh seorang Assisten Resindent membawahi empat buah Wilayah onderafdeeling 
yang masing-masing dikepalai oleh seorang contreleur. 
Keempat wilayah onderafdeeling dimaksud adalah : 
1) Onderafdeeling Bantaeng. 
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2) Onderafdeeling Bulukumba. 
3) Onderafdeeling Selayar dan, 
4) Onderafdeeling Sinjai. 
Tempat ini membawahi Wilayah-Wilayah Adat Persekutuan yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Adat gemeenschap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta. 
Daerah Sinjai sendiri membawahi enam buah Wilayah Adat persekutuan yaitu : 
1) Adat gemeenschap Bulo-Bulo Timur. 
2) Adat gemeenschap Lamatti. 
3) Adat gemeenschap Tondong. 
4) Adat gemeenschap Bulo-Bulo Barat. 
5) Adat gemeenschap Manimpahoi. 
6) Adat gemeenschap Manipi dan Turungan. 
Keenam Wilayah Adat gemeenschap ini selanjutnya terbagi habis dalam 73 
buah Wilayah Kampung Kompexen. Tiap-tiap Kampung Kompexen dikepalai oleh 
seorang Kepala Kampung Yang bergelar Arung, biasa juga disebut dengan gelar 
Gella, Kepala, dan atau Karaeng.
47
 Agaknya bentuk dan susunan organisasi 
pemerintah seperti ini berlangsung sampai pendudukan tentara Jepang di Indonesia. 
Setelah memasuki periode Proklamasi Kemerdekaan khususnya periode 
Negara Kesatuan, beberapa ketentuan dan atau peraturan perundang-undangn yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah yang ada kaitannya dengan perubahan struktural 
Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dapat disebutkan antara lain : 
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Dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 Wilayah Sulawesi Selatan 
Tenggara dibagi dalam tujuh buah Daerah Swatantra yaitu masing-masing :  
1) Daerah Swatantra Makassar di Sungguminasa. 
2) Daerah Swatantra Bhontain di Bhontain. 
3) Daerah Swatantra Bone di Watampone. 
4) Daerah Swatantra Pare-Pare di Pare-Pare. 
5) Daerah Swatantra Mandar di Majene. 
6) Daerah Swatantra Luwu di Palopo. 
7) Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara di Bau-Bau. 
Diantara tujuh daerah Swatantra yang terbentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 34 tahun 1952 tersebut termasuk pula Daerah Swatantra Bhontain 
yang membawahi beberapa Kewedanaan, dan salah satu diantaranya adalah 
Kewedanaan Sinjai. 
Kewedanaan Sinjai pada waktu itu diperintahkan oleh seorang Kepala 
Pemerintah Negeri, yang pada waktu berstatus sebagai Onderafdeeling diperintah 
oleh seorang Kontroleur. 
Dibawah Kewedanaan ini terdapat Distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Distrik bentuk dan susunan Organisasi ini berlangsung sampai dengan lahirnya 
Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Sulawesi sebagaimana diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang No. 29 tahun 1959 
tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku sejak diundangkan pada 
tanggal 18 Januari 1957. 
Dengan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 ini, Wilayah Sulawesi dibagi 
dalam 37 buah Kotapraja /Daerah Tingkat II yang terperinci sebagai berikut :  
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a) Untuk Sulawesi Utara dan Tengah terdiri dari 10 buah Kotaparaja/Daerah 
Tingkat II. 
b) Untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara terdiri dari 27 buah Kotaparaja/Daerah 
Tingkat II. 
Dan setelah Sulawesi Tenggara resmi menjadi Propinsi yang tersendiri, maka 
Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan terdiri dari 23 Kotapraja/Daerah Tingkat II. 
Diantara 23 buah Kotapraja/Daerah Tk. II yang terbentuk dalam Wilayah Sulawesi 
Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tersebut, termasuk 
didalamnya Daerah Tingkat II Sinjai sebagai salah satu Daerah Otonom di Sulawesi 
Selatan. 
Selanjutnya untuk memimpin Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai suatu 
daerah Otonom yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, oleh Menteri Dalam Negeri telah menunjuk dan mengangkat 
Abdul Latief (Mayor Purnairawan TNI/AD), yang dilantik pada tanggal 1 Februari 
1960 sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama. Dengan 
demikian maka tanggal 1 Februari 1960, merupakan hari jadi Kabupaten Daerah Tk. 
II Sinjai sebagai suatu daerah Otonom yang berdiri sendiri. Tiap-tiap wilayah 
gemenschap tersebut di[impin oleh seorang Kepala Adat gemenschap yang disebut 
Aru atau dengan gelar Puatta yang menguasai beberapa wilayah yang disebut 
Compexen. Tiap-tiap kampung Compexen dikepalai oleh seorang Kepala Kampung 
yang bergelar Arung bias juga disebut Gella, Kepala atau Karaeng . 
Di dalam Setiap wilayah Adat gemenschap tersebut atau di dalam Pemerintah 
seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi (Pemangku Agama) yang 
mengurusi soal-soal Agama/Keagamaan, seperti masalah Munakahat , Mawarist dan 
61 
 
lain-lain, sedangkan wewenang Qadhi-Qadhi tersebut (Yudiriksinya) terbatas pada 
wilayah pemerintahan Aru tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan pada waktu itu 
cukup dilaksanakan oleh Imam saja sebagai pemangku Agama yang mendampingi 
Kepala Compexen (Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu untuk 
itu.
48
 
c) Profil Umum Pengadilan Agama Sinjai 
Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam 
wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kelurahan 
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jarak 
tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km. Secara geografis, Kabupaten Sinjai 
merupakan Kabupaten pesisir yang terletak di pesisir Timur bagian selatan daratan 
Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten 
Sinjai terletak antara 5
02‟56” sampai 5021‟16” Lintang Selatan dan antara 119056‟30” 
sampai 120
025‟33” Bujur Timur. 
Batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah: 
a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone. 
b) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. 
c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. 
d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
Gedung kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas 
bangunan 758 m
2
,
 
berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m
2
, 
luas tanah untuk bangunan 250 m
2 
dan sisanya 1.009 m
2 
untuk sarana lingkungan 
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(jalan, taman, parkiran, dan lain-lain). Saat ini sumber daya manusia yang tersedia 
sebanyak 35 orang, terdiri dari : 
Ketua 
Wakil Ketua 
Panitera/Sekretaris 
Hakim 4 orang (tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 
Wakil Panitera 
Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda Permohonan 
Panitera Muda Gugatan 
Panitera Pengganti 2 orang 
Jurusita 2 orang 
Jurusita Pengganti 1 orang 
Kaur. Kepegawaian 
Kaur. Umum 
Kaur. Keuangan 
Staf 6 orang 
Tenaga Honorer & Sukarela 10 orang 
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B. Akibat hukum yang ditimbulkan  Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sinjai 
Adapun akibat hukum yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami 
setelah terjadinya cerai gugat, yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang 
Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut : 
1. Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. 
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak 
bapak, kecuali dalam kenyataanya bapak dalam keadaan tidak mampu 
sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 
4. Dampak terhadap harta bersama. 
5. Hak-hak istri yang harus ditanggung.49 
 
a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat ( Isteri) atau Kuasanya: 
1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 
1989); 
2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 
HIR, 142 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989); 
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3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika 
Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka 
perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
50
 
a. Tahapan-tahapan  Persidangan anatara lain : 
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua 
belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi. 
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar 
lebih dahulu menempuh mediasi.  
3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan 
membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan 
kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) 
Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvansi (gugat balik).
51
 
C. Faktor - faktor yang menyebabkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sinjai 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Sinjai, 
faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sinjai Bulan Januari 
sampai dengan Desember 2013 antara lain krisis akhlak 15 kasus, cemburu 7 kasus, 
tidak ada tanggung jawab 16 kasus, cacat biologis 1 kasus,  gangguan pihak ke tiga 
10 kasus dan tidak ada keharmonisan 100 kasus. Dari beberapa kasus tersebut 
sebagian besar faktor penyebab terjadinya cerai gugat adalah faktor tidak ada 
keharmonisan. Sehingga jumlah kasus yang masuk sebagai faktor-faktor penyebab 
terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sinjai sebanyak 151  pada tahun 2013. 
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Sedangkan faktor penyebab terjadinya cerai gugat Pengadilan Agama Sinjai 
Bulan Januari sampai Desember 2014 antara lain krisis akhlak 9 kasus, cemburu 6 
kasus, tidak ada tanggung jawab 53 kasus, gangguan pihak ke tiga 6 dan tidak ada 
keharmonisan 69 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab 
terjadinya perceraian adalah faktor  kasus. Sehingga jumlah kasus yang masuk 
sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di pengadilan agama Sinjai 
sebanyak 143  pada tahun 2014.  
Kemudian faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada Pengadilan Agama 
Sinjai Bulan Januari sampai Desember tahun 2015 antara lain krisis akhlak 25 kasus, 
cemburu 1 kasus, tidak ada tanggung jawab 53 kasus, gangguan pihak ke tiga 6 dan 
tidak ada keharmonisan 75 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor 
penyebab terjadinya perceraian adalah faktor  kasus. Sehingga jumlah kasus yang 
masuk sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di pengadilan agama 
Sinjai sebanyak 160 pada tahun 2015. 
Dari beberapa faktor- faktor di atas dapat menjelaskan bahwa yang 
menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai 
berikut: 
1. Krisis Akhlak 
Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang 
menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat 
pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan 
masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya 
manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang 
menegur. Krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang 
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tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Bahwa penanggung jawab 
pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah keluarga, masyarakat dan 
pemerintah.Ketiga institusi pendidikan sudah terbawa oleh arus kehidupan yang 
mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spiritual. Krisis 
akhlak terjadi karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik dan 
sekularistik. Derasnya arus budaya yang demikian didukung oleh para penyandang 
modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para 
remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak para generasi 
penerus bangsa. 
2. Cemburu 
Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar yang sering dilihat sebagai 
karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu 
emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan di dunia. 
Kecemburuan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab keretakan suatu rumah 
tangga. 
3. Tidak Ada Tanggung Jawab 
Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah 
laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung 
jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung 
jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian 
kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan 
memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Gangguan Pihak ke Tiga 
Gangguan adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan 
suatu keaadan yang telah ada. Gangguan dapat terjadi akibat bermacam–macam 
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pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam 
suatu keluarga ada pihak lain yan bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut 
masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut. 
Umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh di dalam hubungan 
keluarga ini yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan suatu rumah tangga. 
Keretakan rumah tangga ini dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi 
yang kurang, dan juga tingkat kepercayaa terhadap pasangannya. 
4. Tidak ada keharmonisan 
Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di 
dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling 
menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih 
sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan 
berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak 
tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga 
tersebut.
52
 
 
 
Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor tidak 
bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu,  gangguan pihak ketiga, dan tidak ada 
keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan 
Agama Sinjai. 
Dalam hal tersebut beberapa kategori-kategori seorang isteri atau wanita 
masuk ke pintu Surga antara lain: 
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a) Seorang isteri sholat lima waktu. 
b) Seorang isteri harus berpuasa pada bulan Ramadhan, kecuali sedang berhalangan. 
c) Seorang isteri harus menjaga kehormatannya sehingga suami tetap rukun. 
d) Seorang isteri wajib taat kepada suami.53 
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sinjai dalam menyelesaikan Putusan  
Perkara Cerai Gugat  
Pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat bisa dilihat dari putusan 
Nomor 257/Pdt. G/2015/PA. Sj. Tentang hukumnya sebagai berikut;
54
 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana telah 
di uraikan sebagi berikut; 
Menimbang, bahwa hakim berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak 
berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanya untuk menyelesaikan 
permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan. Menimbang, bahwa 
selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu 
Penggugat olehnya itu perkara ini tidak di mediasi. 
Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan, Penggugat dan 
Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di Desa Lalonggopi, 
Desa Wolo dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan 
belum dikaruniai keturunan, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat mulai tidak bahagia sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena 
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Penggugat tidak suka dengan Tergugat dikarenakan pernikahan antara Penggugat 
dengan Tergugat di jodohkan oleh orang tua Penggugat. 
E. Data-data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sinjai  pada Tahun 2013-2015 
 Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti disini akan memaparkan data-data 
yang sesuai dari hasil observasi sebagai berikut: 
TABEL. 1 
LAPORAN  PERKARA  CERAI GUGAT DI 
PENGADILAN AGAMA Kls II SINJAI 
   
No 
      
       Tahun 
               
              Diterima 
                   
                Diputus 
1        2013                  235 
 
                  198 
2       2014                  206 
 
                  196 
3       2015                  233 
 
                  208 
          Jumlah                  674                   602 
        Adapun diatas laporan-laporan perkara cerai gugat dalam setiap tahun baik yang 
diterima ataupun diputus oleh Pengadilan Agama Sinjai:
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Dra. Nur Afidah, Pengambilan Data-data( Panmud Hukum), (Sinjai: 2016). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dengan menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap cerai 
gugat di Pengadilan Agama Sinjai adalah baik ibu atau bapak wajib tetap 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 
Pengadilan memberikan keputusannya,biaya pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataanya 
bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban 
tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, 
dampak terhadap harta bersama dan, hak-hak istri yang harus ditanggung. 
Kemudian faktor-faktor yang menyebebabkan cerai gugat antara lain; 1) Krisis 
ahklak contohnya minum minuman keras, 2) Cemburu, 3) Tidak ada tanggung 
jawa, 4) Gangguan pihak orang ketiga dan, 5) Tidak ada keharmonisan. Dalam  
hal tersebut guna untuk mengatasi pertimbangan hakim dalam memutuskan 
suatu perkara yaitu Menimbang, bahwa hakim berupaya menasihati Penggugat, 
akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanya 
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur 
Pengadilan. Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya 
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satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak di 
mediasi.  
B. Implikasi Penelitian 
 Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas hakim sungguh sangat 
berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (the last resort) 
bagi para pencari keadilan (justiciable). Dalam seperti ini hakim dituntut harus 
mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang 
mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. 
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P U T U S A N 
Nomor 257/Pdt.G/2015/PA.Sj 
      
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 
pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam 
perkara cerai gugat antara: 
Bunga Lia, A. Md. Keb. Binti Ibrahin, umur 25 tahun Agama Islam, pendidikan   
terakhir D3, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jekka, 
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai 
Penggugat; 
Melawan 
Sabir, S. Pd,. Bin Burhan, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, 
pekerjaan  tenaga Honorer SD Meura Kabupaten Kolaka, tempat 
kediaman di Dusun III Tanggana, Desa Meura, Kecamatan Samaturu, 
Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah membaca dan mempelajari dan mempelajari surat-surat perkara; 
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan; 
                                                    DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 
Desenber 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 
257/Pdt. G/2015/PA. Sj, tanggal 16 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai 
terhadap Tergugat dalil-dalil sebagai berikut: 
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1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat 
pada tanggal 9 Okteber 2015, di Desa Lalonggopi, Desa Wolo dan dicatat 
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, 
Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 
161/29/X/2015 tanggal 9 Okteber 2015; 
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak bahagia 
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, belum berhubungan 
badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua 
Penggugat di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka selama 16 ( enam 
belas) hari; 
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum 
dikaruniai keturunan; 
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 
bahagia sejak awal penikahan Penggugat dengan Tergugat karena 
Penggugat tidak suka dengan Tergugat dikarenakan pernikahan antara 
Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat; 
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, Penggugat meninggalkan 
Tergugat tanpa izin sepengetahuan Tergugat pergi ke Sinjai kerumah 
paman Penggugat dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang sudah 1 
(satu) bulan lebih; 
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan 
kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena 
sejak itu Tergugat tidak lagi melaksankan kewajibannya sebagai suami 
terhadap Penggugat; 
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7. Bahwa dengan  sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa 
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa 
dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka 
Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat; 
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan 
Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara 
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 
1. Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 
untuk itu Mengabulkan gugatan Penggugat;                
2. Menjatuhkan talak satu ba‟in shurga Tergugat, (Sabir, S. pd,. Bin 
Burhan) terhadap Penggugat, (Bunga Lia, A. Md. Keb,. Binti Ibrahim); 
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan 
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetep kepada Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat 
dilangsungkanya pernikahan dan tempat kediaman; 
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 
sesuai hukum yang berlaku; 
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  putusan  yang seadil - 
adilnya; 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sebagai 
wakil/kuasa hukumanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan 
disebabkan suatu halangan yang sah; 
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak 
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatangya untuk 
bercerai degan Tergugat; 
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang 
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai 
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya 
tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 
alat-alat bukti berupa; 
A. Surat  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/29/X2015 tanggal 9 Oktober 2015 
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten 
Kolaka, bukti P; 
B. Saksi  
1. Andi Sattuo bin Juma, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan 
terakhir  SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gareccing, 
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah 
sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena penggugat 
kemanakan saksi; 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama 
dirumah orng tua Penggugat hanya beberapa hari saja, namun 
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan 
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sebagaimana layaknya suami istri dan  hal tersebut saksi 
mengetahui dari orang tua Penggugat; 
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tidak 
pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak 
disadari rasa cinta melainkan pernikahannya karena kehendak 
orang tua Penggugat; 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal 
bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan 
tinggal dirumah saksi hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih; 
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak 
berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan 
Tergugat, lagi pula uang belanja keperluan pernikahan serta mahar 
dari pihak Tergugat telah dikembalikan oleh orang tua Penggugat; 
 
2. Malik bin Lante, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terkhir SD, 
pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jekka, Desa sumpahnya 
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat 
kemanakan saksi; 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama 
dirumah orng tua Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu berapa 
lama kedua belah pihak tinggal bersama; 
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- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tidak 
pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat 
tidak disadari rasa cinta melainkan pernikahannya karena 
kehendak orng tua  Penggugat; 
- Bahwa Penggugat dngan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal 
bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke Sinjai 
sudah kurang lebih dua bulan; 
- Bahwa selama Penggugat berada di Sinjai baik orang tua 
Penggugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah datang 
menemui Penggugat, namun orang tua Penggugat pernah 
menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa uang 
belanja untuk keperluan pernikahan sejumlah RP. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) dan mahar telah dikembalikan ke pihak 
Tergugat; 
Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 
gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan 
memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; 
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam 
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 
                         
                              PERTIMBANGAN HUKUM  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
diuraikan tersebut di atas; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 dan 4 ) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati 
Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah 
berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama 
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa teryata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi 
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangya itu bukan 
disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara 
verstek; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 
Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat 
ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur‟an Juz II halaman 404: 
             
Artinya: “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan 
menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan 
gugatan haknya”. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat  (1) R.bg. yaitu 
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 
berdasarkan hokum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani 
Penggugat untunk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, 
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda „‟P” serta 2 (dua) orang 
saksi; 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka  1, Penggugat telah 
membuktikan dengan menyerahkan bukti  P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 
merupakan akta autenik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 
bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan 
Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di Kabupaten Kolaka, sehingga 
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat; 
Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, 
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 
R.BG.; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai 
dengan angka 6 adalah fakta yang dilhat , didegar sendiri serta relevan dengan dalil 
yang harus dibukikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai 
alat bukti; 
Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, 
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 
R.Bg.; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 
dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendri dan relevan dengan dalil 
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yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai 
alat bukti; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pebggugat bersesuaian dan 
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 
tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”,  dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti 
fakta-fakta sebagai berikut: 
1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Penggugat dengan tergugat 
melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Pegawai pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; 
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat  dengan Tergugat  
tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun penggugat 
dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana 
layaknya suami istri, sehingga berdampak pada keharmonisan rumah 
tangga Penggugat dengan Tergugat; 
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena keinginan dari 
orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki rasa cinta 
terhadap Tergugat akibatnya sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran; 
4. Bahwa sudah dua bulan lebih lamanya Penggugat danTergugat tidak 
tinggal bersama, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat 
ke Sinjai dan tinggal di rumah paman Penggugat; 
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5. Bahwa biaya keperluan pernikahan dan mahar telah dikembalikan  
oleh orang  tua Penggugat ke pihak Tergugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan 
fakta hukum sebagai berikut; 
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri yang sah menikah 
pada tanggal 9 Oktober 2015, di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; 
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat  telah pisah tempat tinggal 
sudah 2 (dua) bulan, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan 
dan pertengkaran terus menerus sejak pernikahan berlangsung sebab 
perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar cinta 
melainkan karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis 
Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar 
telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai 
suami istri (Break Down Marriege), karena kedua belah pihak tidak bersatu lagi 
dalam membina rumah tangga; 
Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 
1997 mengabstraksikan kaidah hukum  Bahwa „‟suami istri yang tidak  berdiam 
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga 
tersebut telah terbukti retak dan pecah‟‟; 
Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga yang harmonis adalah 
adanya hubungan suami istri yang baik, saling mencintai dan menyayangi antara 
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suami istri sejak pernikahan berlangsung, dengan kondisi rumah tangga  Penggugat 
dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, Majelis  Hakim bependapat sudah tidak 
layak untuk dipertahankan, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut di 
paksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang 
lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan 
Tergugat tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan 
antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban 
penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis 
bahw da antara Penggugat dan Tergugat haruslah di ceraikan karena perceraian 
tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan 
Tergugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi 
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21: 
                            
                
Artinya:  “Dan salah satu dari tanda-tanda kebersamaan Allah, diciptakan-Nya 
dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar 
kamumenemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya 
diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. 
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Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah 
memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitad AL-Ghoyatul Maram 
hal. 162: 
Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian 
rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka 
dengan talak satu”;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan 
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. 
Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam (KHI); 
Menimbarng, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah 
dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat 
beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dapat 
dikabulkan; 
Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan 
Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan 
Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf 
c Komplikasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba‟in shurga; 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor  7  Tahum 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan 
Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 
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tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat 
dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk 
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
Menimbang, bahwa karena perkara  a  quo  masuk bidang perkawinan, maka 
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 
perkara dibebankan kepada Penggugat; 
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 
Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E NG A D I L I 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secra resmi dan patut untuk 
menghadap di persidangan, tidak hadir; 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat  secara verstek; 
3. Menjatuhkan talak satu ba‟in shurga Tergugat  (Sabir, S. Pd,. Bin 
Burham) terhadap Penggugat, (Bunga Lia, A. Md. Keb,.binti Ibrahim); 
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Islam untuk mengirimkan 
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 
Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Wolo  dan 
Kecamatan Samataru, Kabupaten Kolaka, dan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, 
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  untuk itu; 
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp.501.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 
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Demikian putusan dijatuhkan dalam   rapat  permusyawaratan Majelis yang 
dilangsungkan pada hari Kamis, Tanggal 25 Pebruari 2016 Masehi. bertepatan 
dengan Tanggal 16 Jamadil awal  1437  Hijriah.  Oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar. 
Sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S, HI. Dan Syahruddin,  S. HI. MH,. 
masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga 
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 
oleh Hakim Anggota dan dibantu   Mansurdin,  BA,. Sebagai Panitera Pengganti 
dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; 
 
                                                                          
                                             
                                              Ketua Majelis, 
 
 Hakm Anggota,                                                                   Ttd 
                                                                         Drs. H. Abd. Jabbar,. 
             Ttd 
Taufiqurrahman, S. HI,. 
 
Hakim Anggota, 
 
Ttd 
Syahruddin, S. HI,. 
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                                                                              PaniteraPengganti 
                                                                                  
                                                                                    Ttd 
                                                                                 Mansurdin, BA, 
 
 
 
Perincian Biaya Perkara: 
1. Pendaftaran        : Rp  30.000,00 
2. ATK Perkara      : Rp  50.000,00 
3.    Panggilan            : Rp 410.000,00 
4. Meterai                : Rp     6.000,00 
5. Redaksi               : Rp      5.000,00 
                
Jumlah                   Rp 501.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 
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